
 

 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

NOMOR 125 TAHUN 2021 

TENTANG 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Nomor 112 Tahun 2016 

tentang tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam 

Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan 

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak 

Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. 

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 827);  

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5339);  
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 

tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa 

Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam 

Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 126); 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONFIRMASI 

STATUS WAJIB PAJAK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya 

disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai 

keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 

 



 

2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan 

perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur 

adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya 

juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY 

sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY. 

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak pada DIY 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan 

digunakan untuk keperluan DIY, digunakan sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

7. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP 

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pernanfaatan 

air permukaan. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

9. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum 

memberikan layanan publik tertentu untuk 

memperoleh keterangan status Wajib Pajak. 

10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas 

layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah. 

11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

 

Bagian  

Kesatu Umum 

 

Pasal 2 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu melakukan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak sebelum memberikan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan. 

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan terhadap 

perizinan dan nonperizinan meliputi: 

a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; 

b. Izin Pemakaian/ Pengusahaan Air Tanah dari Sumur 

Gali; 

c. Izin Pemakaian/ Pengusahaan Air Tanah dari Sumur 

Bor; 

d. Izin Pengeboran Air Tanah; dan 

e. Izin Penggalian Air Tanah. 

(3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara online/dalam jaringan 

melalui sistem informasi yang terintegrasi pada 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu dan Kantor Pelayanan 

Pajak Daerah DIY. 

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu dapat melakukan 

pengembangan sistem informasi dalam rangka 

mendukung Konfirmasi Status Wajib Pajak. 

 

Bagian Kedua 

Tahapan 

 

Pasal 3 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan data dan 

informasi mengenai Wajib Pajak yang mengajukan 

permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

kepada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY. 

 



(2) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY melaksanakan 

validasi data dan informasi yang diterima dari Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Berdasarkan hasil validasi, Kantor Pelayanan Pajak 

Daerah DIY memberikan status Konfirmasi Status Wajib 

Pajak meliputi: 

a. lunas dibayarkan; 

b. belum lunas dibayarkan; atau 

c. data tidak ditemukan. 

(4) Status lunas dibayarkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a diberikan apabila telah terpenuhi bukti 

pembayaran PKB dan PAP yang sah. 

(5) Status belum lunas dibayarkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b diberikan apabila bukti 

pembayaran PKB dan PAP yang sah tidak terpenuhi. 

(6) Dalam hal Status Wajib Pajak dinyatakan belum lunas 

dibayarkan maka Wajib Pajak wajib menyelesaikan 

kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak 

sudah lunas dibayarkan. 

 

Bagian Ketiga 

Verifikasi 

 

Pasal 4 

(1) Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak, 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu dapat melakukan 

verifikasi terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah 

yang terdiri dari PKB dan PAP kepada pemohon Layanan 

Publik Tertentu. 

(2) Verifikasi terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah 

dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk 

menunjang peningkatan kinerja perpajakan daerah. 

(3) Wajib Pajak wajib menunjukkan dokumen berupa bukti 

pembayaran Pajak Daerah untuk mendukung proses 

verifikasi terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah 

dalam pemberian Layanan Publik Tertentu. 

 

 

 

 

 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 31 Desember 2021 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 31 Desember 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

R. KADARMANTA BASKARA AJI 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 125 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd. 
 

ADI BAYU KRISTANTO 
NIP. 19720711 199703 1 006 


